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PERATURAN . D4 ERAH |
KABUPATEN DalRAH “TINGKAT IT KuBUMEN -
NOMOR : 18 QAHUN 1981 - -
CENTANG | Lo
RETRIBUST PARKIR KENTARAAN BERMOTOR
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DALRAH TINGKAT IT KiBUMEN,

bahwa. dalom rangka pomupukan'ddnd"guna Mombilayai pembangunan
decrah schagai salah satu tugas ?emerintah Dacrah dalam por-

‘Wujudan podeksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung-jawab

be

Ce
de

Mengingat : 1,

2

3.

4.

perlu digali sumbor-sumbgrp Pondapatan” dacrah ;

bahwa masyarakat pada hakckatnya tolah dapat menikmati usaha
usaha Pembangunan yong dileksanaken oloch Pemorintah'antara -
lain dengan diporbaikinys, Jalan=jalan, baik dalam kota mau -
pun luar kota, Sekalipun bolum koseluruhan mengingad komampu
an kouangan dacrah, makgl-sudah Sclayaknyalah jika delam usow
ha pembangunan selanjgtﬁyagmasyarakat borpartisipasi dengan= .
meherikan dang dalam~§on¢ukwﬂotripgsi ParkirKendapasn Bermoe
tor b ) . . : .

bahwa deongan ditotapkannyq“témpat-fompat rarkir, disamping -
akan terwujudnys tortib laju-lintas sorta mgmudahkan penge -
turan parkir, keamanan'pem&kai Jolanpun akan torjapin pula ;

bahwa untuk maksud daﬁftujuah.torsobut'diataé porlit ditetap~
kan Poraturan<Dacrah-yang~mongatur~tontang'ﬂetribusi Parkir-
Kendaraan Bermotor. . .. .. R S :

Undang-Uhaang No.5 Tahun 1974 tenteng Pokok-Pokok Pemorintap
an di Daerah ; i A .
Undeng-Undang No, 1.3 Tohun 1950 tentang Pembontukan_baorah-Qg
erah. Kabupaten ‘dalam 1inggunggg Propinsi Jawa Tengah Jos.Pera
turan Pemerintah No.3p Tahgn@TQSQL; R

UhdanggUndang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Poraturan Umﬁm Ke
tribusi Dacrah ; ' :

Undang~Undang lio., 3 Tahun 1965 tontang Undang-Undang Lalu-Lin -
tas dan Angkutan Jalan Raya, :

Dengan bersetujuan Dewan ?orwakilan Rakyattpaorah Kabupaton Daerah Tingkat =

II Kebumen,

MEMUTUS had;

Monotapkan ; PLRATURAN -DABRAH' KABUPATEN DABRAH TINGKAT TT KHBUMsN TENTANG RE
, TRIBUSI PARKIR KbNDARAAL BEBRMOTOR, Py g, b ‘

BAB-1I
KETENTUAN  Unum ™
Pagal 1,

Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimakSﬁd déngan :

A« Pemarintah Qaerah» : Pemorintah'Kabupaton'Ddérah Tingkdt:II]Kebumoﬁ s
be Bupaty, Kepala Daerah ¢ Bupati Kepala‘Daerh Tingkat II Kbbumgn.f‘ui

Ce Dinmg Pendapatan Daeciah Dinas_Pondapatan Daecrah Kubupaten Daocrah Ting -

de Ja gl an '4°

kat II hoepumen,

Setiap Jalan dalap bentuk apapun yang torbuka -
untuk lalu-lintas umuin,

.

Ce Tcmgat Park;'r ®eesse0re0nsen
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¢, Tompat Parkir : Suatu tompat, jalan atou bogiannya yang oleh Pemorin

$ah Daorsh habupatgn Dacrah Tingkat II Kebumen ditug
juk sobagai LYompat Parkir Kondaraan Bormotors

f; Potugas Parkir : Potugas yang ditunjuk scbagdi pemungut Retribusi Pax

kir Kcecndaran Bermotor,

e Kondara&h Bormotor : Setiap kendamadn yang digerakkan oloh perplatan teh~

nik yang ade pada kendaraon itu dan biasanyo d;por -
gunakan untuk pongongkuton orang otgu barong dijolon,
solain dari pade kendardan yong borjalon diatas rel

BAB« II
TPBMPAT PARKIR
Pagal 2.

Dalam wilayah Kabupaton Daoron Tingkat II Kebumen disdakon dan dipungut Ro -
tribusi Kendaraan Bermotor karcna memporgunakon tompat parkir.

Pasal 3.
Teompat-tempadb parkir ditctapkan olch Bupati Kepala Dacrah.
B-AB - III

RETRIBUSI PARKIR
bPasal 4,

(1) Kondaraan bermotor sotiap kali mempergunaken tompoet parkir dimaksud pa -

(2)

(3

)

(2)
(3)

(%)

{2)

sal 3 Peraturan Dacrah ini, dikgnakan Rotribusi Porkir sebagoi bgrikut @
&30 ka,BuS dan Sejonisnya 5000.001¢no.05;'o000 RPO']OO,"
bo. Truk G&ndengan ooo.‘o'lo-ou.ccooo-ooovooonco RP01507“
cs Kondaraan bermotor roda dua atou 1130 esees LPe 25,-
de Kendaraan bermotor sclain sub a,b dan ¢ s.. RDe 50,=

Sebagai tanda telah dibayarnya rofribusi parkiy dimaksud ayat (1) pasal-
ini, kopada pengemudi diborikan karcis yang bentuk dan warnaenys ditetap-
kan oleh Bupati Kopala Dacrah atas usul Kopala Dinas Pondapatan Daexrah.

Hasil-pungutan»retribusiipérkir bordasarkan Porituran Daerah ini mgrupo-
kan poncrimaan daoyah dan harus disctarkan ko Kas Dacrah.

BAB-1IV
PUNGUTAN DAN ADNINISTRASI aKBTRIBUSI PARKIR
Pasal' 5.

Pomungutan rotribusi parkir dan administrasinys ditugoskan kepada Dinos-

Pendapatan Dacrah.

Kepala Dinas‘Pcndapatan~Daorah mgnunjuk petugas-potugas parkir,

Sclama menjelankan tugas, petugase=petuges parkir harus mengeongken tanda-
tanda pongonal yong ditontukaén oleh Kepalp Dinas Pondapatan Dacrah.

Pasal 6.

Jika dipandang porlu atas ugul hepala Dinas Pondapatan Dacrah, Bupati: ho

pala Dacrah dapat menygrahkon pelokscnoan pemungutan itetribusi Parkir xo
pada fihok ketiga.

Penyerchan polaksanaen pemungutan rgtribugi parkir torscbut dalam ayat -
(1) pasal ini harus dituangkan dalam suatu kontrak kerjo yang berlaku un
tukk suatu waktu tidak lobih dari 2 tohun. T :
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BAB -~V
KETENTUAN PIDANA
PaSﬂl T.
Barang siapa molakukan pcrbdatan Pelanggoran terhadap ketontuan Poraturan

Dacrah ini diancam dongan huluman kurungen sclemp-lamanya 1 (satu) bulan -
atau donda sotinggi-tingginya Rp.5.000,~ (limaribu rupich).

BAB~VI
- KEULNTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8,

Hal-hel yang belum. cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur -
kemudian oloh Bupati Kepalp Daerah. : ; ~ -

BAB - VII
Ku LN TUAN PENUTUR
Pasal o9,

Peraturan Daecrap ini mulai borlaku scjak tanggal diundangkan.

Kcbumen, 1 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DaBRAH KABUPATEN BUPATT KuPALA DABRAH TINGKAT iI
DABRAH TINGKAT II KiBUMEN. , K BEBUIKBIN.
Xetua, ) :
ttd. . ttd,l B :
SINGGIH RAMELAN Drs, DADIJONO JULOPRAJITNO.

Diundangkan pada tanggnl 30 Desenber. 1981,
Dinuat dalan.Lenbaran Dnerah Seri B Normor 9.
Sekpetaris Wilayah/Drerah:
ttd, o
SOEPARNO gSH,
NIP,010013919,
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PENJELLS AN
'PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAE TINGIAT IT KEBUMEN
NOMOR : 18.TAHLN JQBL
CDENTAL 3 -
RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR -

Ise UMUM:

Dalan era penbangunan ini, Pederintah Dacrah telah dan terus nencrus
nenmperbaiki jalanejalan, baik diluaz kota neupun didalam kotas

Dengan diperbaikinya jalan~jalen itu nanpaklcn peningkatan jumlah ken

" darean bermotor schingza deni kewe”tvb an laluulinfas,sorta koamanan pora

kai jalan lalnnya perlu diadakan upaya dan langkah pengaturan Parkir Kep
daraan Berriotor, terutana di dacrah-dacrah yan" remed dengan nenunjuk =
tenpat=tenpat Parkir bagi Kendaraaﬁ'Bcrmotoro

Agar tenpat=tempat Parkir itu dupat Sbju]u dalan keadaan terawat baik
perlu ada dana ouna rnembiayai perawatar dimaksud.

Karenanya, Kendarsan Bermotor yang karena neripergunakan fasilitas ten
pat Paldir, sudah sclayaknya dikenakan pungutan Retribusi Parkire

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan Pasal 2 a : Cukup Jelosa

Pasal 3 . ¢ Pada dasarnva lokasi fgmpat Parkir adalah

e L 4_: L dijalan milik atau yang dikuasai Penmerine
tah Daerah, apdﬁilé'domi koananan dan kow
tertiban lalu~lintas lokasi tenpat parkir
harus nenpergunakan yang bukan diniliki -
atau dikuasai Penerintah Daerah Tingkat -
II'Kobumcn, dinintakan persetujuan peni -
lik/penguasa jalen lebih dahulue

Pasal 4 : Apabila pemilik/ pcnguasa kendaraan berno
tor nenghendaki Retribusi Parkir dapat di
’bayui dengan langsenan,
 Pasal 5 "z Cukup Jolas, , ‘
Pasal 6 : Penye}ahan pelaksanaan'pemunwutan Retribu -
si Parkir kepada fihak kotlga dapat nelie
, puti seluruh tcnpgt ‘tompat parkir/sebagian.
Pasall7 s/d 9 : Cukup Jelas .

Kebunen, 1 Juni 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUPATI KGPALA DAERAH TINGKAT II
: DAERAH TINGKAT II KEBUMEN . KEBUMEN

"Ketua,

SINGGIH RAMELAN ,~ Drss DADIJONO JUDOPRAJITN O e




